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MENTERI AGRARIA

PERATURAN MENTERI AGRARIA

NOMOR 1 TAHUN 1966

TENTANG

PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan perkembangan hukum Agraria, maka dipandang perlu untuk meninjau
kembali surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20 Januari 1962 No. Sk.VI/5/Ka tentang
Pendaftaran Hak Penguasaan dan Hak Pakai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 tahun 1960, L.N. 1960 No.104).

2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28).

3. Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN.

Pasal 1.

Selain hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan akan harus pula didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1961 (L.N. 1961 No.28) :

a. Semua hak pakai, termasuk yang diperoleh Departemen-Departemen, dalam Peraturan
Menteri Agraria No.9 tahun 1965.

b. Semua hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun
1965.

Pasal 2.

Setiap peralihan hak pakai harus memerlukan izin pemindahan hak sebagai dimaksud dalam

Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961.

Pasal 3.

1. Hak pakai yang dalam surat keputusan pemberian jangka waktunya tidak disebutkan,
maka jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1970.

2. Hak pakai yang dalam surat keputusan pemberiannya tidak ditentukan jangka waktunya
(untuk kepentingan agama, social, kedutaan Asing dll), tetap didaftar untuk jangka waktu
selama tanah tersebut dipergunakan.
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Pasal 4.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka tidak berlaku lagi :

a. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20 Januari 1962 No.Sk.VI/5/Ka.

b. Pasl 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 1966

MENTERI AGRARIA

ttd.

(R.HERMANSES S.H.)


